KedltJ)dukan Surat Kuasa Menjual Mutlak Di Bawah Tangan Sebagai Bentuk Jaminan (Studi Kasus Di
Lembaga
Perkreditan Desa Desa Adat Batur)
I Nyoman Sandita Nugraha, R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum
UNIVERSITAS

GADJAH MADA Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,
Jakarta, Rajawali press, 2007.

, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta, Rejeki
Agung, 2002.

Budiono, Herlien, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di
Bidang Kenotariatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

Gazali, Djoni S. dan Rahmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar
Grafika, 2010.

H.S., Salim, Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak), Jakarta,
Sinar Grafika, 2014.

, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika,
2008.

Hadjon, Philipus M., “Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah
Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam
Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi
Negara”, Surabaya, PT. Bina [lmu, 1987.

, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta, Gajah
Mada University Press, 2011.

Hartono, Hadisoeprapto, Segi Hukum Perdata: Pokok Pokok Hukum Perdata
dan Hukum Jaminan, Yogyakarta, Liberty, 1984.

Hasbullah, Frieda Husni, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang
Memberikan Jaminan (jilid 2), Jakarta, Indo Hill-Co, 2005.

Hasibuan, Malayu S.P., Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Bumi Aksara, 2011.

Hatta, Sri Gambir Melati, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama
Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia,
Bandung, Alumni, 1999.

Isnaeni, Moch., Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, Surabaya, PT. Revka
Petra Media, 2016.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta,
Balai Pustaka, 1989.

Komariah, Hukum perdata, Malang, UMM Press, 2005.

Melialia, Djaja S., Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata Ed. 1, Bandung, Tarsito, 1982.



KedltJ)dukan Surat Kuasa Menjual Mutlak Di Bawah Tangan Sebagai Bentuk Jaminan (Studi Kasus Di
Lembaga

Perkreditan Desa Desa Adat Batur)

I Nyoman Sandita Nugraha, R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta,
Liberty, 1985.

, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 2003.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Unram Press, 2020.
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perjanjian, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1986.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Nurjaya, | Nyoman, Landasan Teoritik Pengaturan LPD Sebagai Lembaga
Keuangan Komunitas Masyarakat Hukum Adat Bali, Denpasar,
Udayana University Press, 2011.

Rahardjo, Satjipto, llImu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
Setiawan, R., Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 1977.

Setyadin, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Jakarta, Bumi
Akasra, 2005.

Soekanto, Soerjono & Soleman B. Taneko, Hukum Adat Indonesia, Jakarta,
Rajawali Pers, 1983.

Subekti, R., Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, 1979.

, Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1989.

, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, PT. Intermasa, 2001.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung,
Alfabeta, 2013.

Tje’ Aman, Edy Putra, Kredit Perbankan (Suatu Tinjauan Yuridis), Yogyakarta,
Liberty, 1986.

Widjaja, Gunawan, 2006, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Pemilikan
Pengurusan Perwakilan & Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang
KUH Perdata, Jakarta, Prenada Media.

Witanto, D.Y, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen, Bandung, Mandar Maju, 2015.

B. Jurnal/ Artikel/Tesis-Disertasi

Antonius Hari P, “Analisis Terhadap Praktek Pembuatan Surat Kuasa Menjual
Di bawah Tangan Dalam Menjamin Pemberian Kredit Usaha Rakyat
(KUR) Mikro Di PT Bank X Kantor Cabang Surakarta”, Tesis, Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2017.



KedltJ)dukan Surat Kuasa Menjual Mutlak Di Bawah Tangan Sebagai Bentuk Jaminan (Studi Kasus Di
Lembaga

Perkreditan Desa Desa Adat Batur)

I Nyoman Sandita Nugraha, R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Ayu Arisma Faizah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Kuasa Menjual Di
bawah Tangan Dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Dengan Jaminan
Benda Bergerak Di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta
Ahmad Yani”, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018

Dewa Gede Rudy dan I Nyoman Darmadha, “Pelaksanaan Pemberian Kredit
Bagi Nasabah Pada LPD Kesiman”. Jurnal Kerta Semaya Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 7, Oktober 2017.

Hartana, 2016, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara”, Jurnal Komunikasi Hukum,
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 2, Nomor 2,
Agustus 2016.

| Wayan Suwendra; | Made Agus Wirawan, Pengembangan Sistem
Terintegrasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Seminar Nasional Riset
Inovatif 111, Tahun 2015 Universitas Pendidikan Ganesha.

Ida Bagus Made Astawa, “Potensi Sumberdaya Alam Dan Pengelolaannya
Untuk Mendukung Kehidupan Social Masyarakat Adat Kawasan
Gunung Batur Bangli”, Jurnal Ilmu-llmu Social Universitas Negeri
Yogyakarta, Volume 11, Nomor 1, Mei 2012.

M. Nurseha Prasetyo, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada masyarakat
desa wonokromo kecamatan pleret kabupaten bantul”, Tesis, Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
2017.

Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum Perdata Nasional. Makalah dalam
kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan
Indonesia proyek Hukum Perdata, Jakarta, 1987.

Ngurah Gede Sadiartha, “Lembaga Perkreditan Desa Sebagai Penopang Ke-
Ajegan Budaya Ekonomi Masyarakat Bali”, Jurnal Kajian Bali,
Universitas Hindu Indonesia, Volume 07, Nomor 02, Oktober 2017.

Ni Putu Purwanti dan Made Dilla Nirmala, “Status Lembaga Perkreditan Desa
Sebagai Institusi Keuangan Desa Adat”, Jurnal Kerta Semaya Fakultas
Hukum Universitas Udayana, Volume 6, Nomor 5, Juli 2018 Him. 10.

Purwatik, 2015, “Kuasa Jual Sebagai Jaminan Eksekusi Terhadap Akta
Pengakuan Hutang”, Jurnal Repertorium, Volume II, Nomor 2.

Toni Abdullah, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam
Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Surat Kuasa Mutlak”, Jurnal
lImiah Hukum Kenotariatan, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya, Volume 11, Nomor 2, November 2022.



KedltJ)dukan Surat Kuasa Menjual Mutlak Di Bawah Tangan Sebagai Bentuk Jaminan (Studi Kasus Di
Lembaga

Perkreditan Desa Desa Adat Batur)

I Nyoman Sandita Nugraha, R.A Antari Innaka Turingsih, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

C. Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59
Tahun 1997.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 395.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan
Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat,
Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga
Perkreditan Desa, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor
3.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga
Perkreditan Desa, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 44.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan
Penggunaan Kuasa Mutlak.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 49/PDT/2020/PT KDI.

Perarem Desa Adat Batur tentang Lembaga Perkreditan Desa Desa Adat Batur



